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Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dari tesis Hukum Kebiri dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Analisis Perspektif Maqāshid
Syarīʻah) ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Urgensi penerapan hukum kebiri di Indonesia merupakan bentuk perhatian
pemerintah terhadap pentingnya menjaga dan memelihara tumbuh
kembang anak agar mereka terhindarkan dari menjadi korban kejahatan
seksual. Pemerintah memainkan peranannya dalam hal perlindungan
terhadap anak dengan mengeluarkan Perpu yang menjadi hak
konstitusinya (Presiden) untuk memperberat hukuman (penambahan
hukuman kebiri secara opsional) kepada para pelaku tindak kejahatan
seksual terhadap anak di Indonesia, dengan tujuan untuk dapat
memberikan daya tangkal dan memberikan efek jera kepada para pelaku,
menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum, Yaitu menjaga
kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Konsep hukum kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
dalam perspektif Maqāshid Syarīʻah adalah untuk hifdzu ‘aql, hifdzu an-
nasl, hifdzu an-nafs dan hifdzu ad-dīn.
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1. Kepada umat islam Indonesia agar memperkuat peran keluarga dengan
mengedepankan pendekatan yang diajarkan oleh agama agar generasi
penerusnya terhindar dari menjadi korban dan tidak menjadi pelaku
pedofilia.
2. Kepada pemerintah Republik Indonesia untuk ke depannya agar
melaksanakan komunikasi yang lebih intens kepada masyarakat muslim di
Indonesia dalam menetapkan peraturan yang secara umum dimaknai
bertentangan dengan hukum Islam.
3. Kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dapat mempertimbangkan
mengadopsi hukum Islam dalam pembuatan sebuah undang-undang.
4. Kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera menerbitkan Peraturan
Pemerintah yang mengatur terkait petunjuk teknis dan pelaksanaannya.
